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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam mengajarkan bahwa agama ini di dasarkan kepada lima dasar 

utama atau yang di kenal dengan Rukun Islam. Rukun islam ada lima yaitu 

syahadat,sholat,puasa,zakat dan haji. Dari kelima Rukun Islam tersebut salah 

satunya adalah Ibadah Haji, adapun ketentuan serta syarat wajib mengerjakan 

Ibadah Haji yang meliputi: 1) Orang yang mengerjakan haji itu seorang yang 

beragama Islam, 2) Orang yang mengerjakan haji itu seorang mukalaf, 3) Orang 

yang mengerjakan haji itu merdeka (bukan budak belian),dan 4) Orang yang 

mengerjakan haji itu mempunyai kesanggupan untuk melakukanya. Ibadah haji 

bagi setiap muslim yang mampu hukumnya adalah wajib.1 

Keberangkatan jemaah umroh yang dilakukan oleh pihak biro perjalanan haji 

dan umroh disahkan dengan perjanjian tertulis antara pihak biro perjalanan haji 

dan umroh dengan jemaah umroh. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih.Sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata bahwa perjanjian menimbulkan adanya hubungan hukum yang 

terjadi secara timbal balik dan menyebabkan adanya hak dan kewajiban. 

Pada dasarnya perjanjian menyebabkan para pihak saling berjanji untuk 

memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.subyek hukum 

pada perjanjian berupa perseorangan yang sudah cakap menurut Pasal 1320 

 
1 Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeiqy, 1997 ,hal 16 , Pedoman Haji, Semarang: PT. Pustaka Rizki 

Putra. 
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KUHPerdata untuk melaksanakan perjanjian yaitu pihak calon jamaah umroh dan 

badan hukum yaitu PT Arminareka Perdana yang terbentuk dengan memiliki 

surat izin resmi dari pemerintah berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan 

Terbatas Nomor 553/AC.3.0/31.71/-1.824.27/2018 dari peristiwa ini. Timbul 

suatu hubungan antara pihak yang di namakan perjanjian,dalam bentuknya 

perjanjian ini berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau 

kesanggupan  yang diucapkan atau tertulis yang berisi hak dan kewajiban para 

pihak, dengan demikian, hubungan antar perikatan dan perjanjian itu melibatkan 

perikatan yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban para pihak. 

Dalam aktivitas bisnis kegagalan memenuhi perjanjian alias wanprestasi 

seringkali dapat dibenarkan oleh hukum apabila orang yang tak memenuhi 

prestasi dapat membuktikan ada halangan yang tak dapat dihindari, misalnya 

Covid 19.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana 

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID-19)sebagai Bencana 

Nasional sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak 

keperdataan,terutama kontrak-kontrak bisnis. 

Dalam pertimbangan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

dinyatakan, bahwa pembangunan  nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu 

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era 

demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.Oleh 

karena itu,maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung 

tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ 

atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas  
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barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan 

kerugian konsumen.2 

Perusahaan biro jasa perjalanan haji dan umroh seharusnya memberikan hak-

hak yang seharusnya didapat oleh konsumen sesuai yang telah dijelaskan pada 

pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen,bahwa hak konsumen adalah 

1. Hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/jasa ; 

2. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang barang 

dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 

yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan,dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

deskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi,dan/atau 

penggantian,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainya. 

 
2 Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaanya Di Indonesia,Cet.8, Rajawali Per, 

Jakarta,2014,hlm. 191 
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Kewajiban pemerintah 

Dalam hal ini pemerintah seharusnya memberikan perlindungan terhadap 

hak Jemaah umroh yang terdampak penangguhan sementara visa umroh oleh 

pemerintah Arab Saudi,hal itu di perlu dilakukan lantaran Jemaah umroh 

termasuk kategori konsumen.nasib konsumen Jemaah umroh ketika sudah 

melakukan perjanjian dengan biro perjalanan umroh ada tanggungjawab 

pemerintah.tak hanya melindungi aspek virus corona, tapi juga bagaimana 

menyelesaikan hak dan  kewajiban konsumen terhadap biro perjalanan.dalam  

prespektif  hukum perlindungan konsumen,penangguhan sementara umroh terkait 

wabah corona masuk dalam kategori keadaan luar biasa(force 

majeure).pemerintah harus turun langsung agar hak-hak Jemaah umroh 

terlindungi. 

Dimasa pandemi Covid-19 pemberangkatan Jemaah umroh tidak ada 

kejelasan mengenai waktu pemberangkatan sedangkan uang yang sudah dibayar 

oleh konsumen kepada biro pemberangkatan umroh sudah dibayarkan.dalam hal 

ini uang yang berada di biro pemberangkatan Jemaah umroh umroh disimpan 

dibank,uang yang berada dibank sudah pasti mendapatkan bunga bila uang 

disimpan dalam waktu lama.terkait hal ini seharusnya pihak konsumen yang 

mendapatkan bunga karena uang yang sudah dibayarkan masih disimpan belom 

digunakan. Selanjutnya dalam perjanjian awal pihak biro perjalanan haji dan 

umroh tidak ada perjanjian mengenai bila terjadinya bencana seperti covid 19 ini 

mengenai perlindungan untuk hak konsumen. 

Menurut pasal 5 Kewajiban Konsumen UU No 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen poin c.membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati;, Dalam hal ini antara penyedia jasa dengan Jemaah umroh telah 

bersepakat mengenai pembayaran biaya pemberangkatan Jemaah umroh, Jemaah 
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berkewajiban membayar uang yang sudah disepakati dengan penyedia jasa 

pemberangkatan Jemaah umroh PT.Arminareka Perdana. 

Dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bagian 

Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah : 

a.hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengankesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barangdan/atau jasa yang diperdagangkan; Penyedia jasa 

Pemberangkatan umroh berhak untuk menerima pembayaran uang dari konsumen 

yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.penyedia jasa PT.Arminareka 

Perdana berhak menerima pembayaran sesuai tanggal yang sudah di sepekati 

dengan konsumen. 

Selanjutnya dalam pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Kewajiban pelaku usaha pada masa pandemic Covid kepada 

konsumen untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terkait gagalnya 

pemberangkatan calon Jemaah umroh di masa pandemic Covid 19.  

Menurut Subekti Force majeure dalam buku Hukum Perjanjian merupakan 

pembelaan debitur untuk menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang 

dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di 

mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul 

di luar dugaan tadi. 

Force majeure adalah suatu alasan untuk membebaskan debitur dari 

kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh 

pihak kreditur.3 

Dasar hukum  force majeure pasal 1244 dan pasal 1245 KUHPerdara 

selanjutnya yang mendukung terjadinya force majeur, pihak tersebut tidak pernah 

 
3 Subekti.Hukum  Perjanjian.Jakarta:PT.Intermasa,2008; hlm,55 
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bisa memprediksi kapan terjadinya halangan itu.kebijakan lockdown atau social 

distancing dari pemerintah membuat perusahaan PT.Arminareka Perdana,dll 

terganggu.Diperkirakan banyak perusahaan atau orang yang tidak dapat menepati 

janjinya.Dengan kata lain,kemungkinan besar banyak kontrak,perjanjian,transaksi 

bisnis atau kegiatan yang tertunda atau batal akibat penyebaran wabah Covid 19. 

Dalam ketentuaan pasal 88 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh 

Jemaah umroh berhak memperoleh pelayanan dari PPIU meliputi 

a. layanan bimbingan umroh 

b. layanan kesehatan 

c. kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan masa berlaku 

visa umroh di Arab Saudi dan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan 

d. layanan lainya sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara 

ppiu dan Jemaah umroh;dan 

e. melaporkan kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah umroh 

kepada Mentri 

Suprihatin Darno calon jamaah umroh yang mendaftar menggunakanan jasa 

biro  perjalanan travel dan umroh PT.Arminareka Perdana sudah membayar uang 28 

juta rupiah yang seharusnya berangkat pada 30 maret 2020 tidak jadi berangkat 

umroh karena adanya wabah virus Covid 19. 

Berdasarkan  latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ANTARA 

PERUSAHAAN PT. ARMINAREKA PERDANA BIRO PERJALANAN HAJI DAN 
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UMROH DENGAN JEMAAH UMROH Di MASA PANDEMI COVID -19”(Studi 

kasus PT.Arminareka Perdana Cabang Kendal) 

 

A. Rumusan masalah 

 Berdasarkan uraian latar  belakang permasalahan di atas maka dapat  

di buat  rumusan sebagai berikut 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 

perjanjian PT.Arminareka Perdana dengan jamaah umroh ?  

2. Apa upaya yang dapat dilakukan Jemaah umroh selaku konsumen jika 

terjadi wanprestasi ? 

3. Bagaimana proses penyelesaian force majeur pada perjanjian PT. 

Arminareka Perdana dengan jamaah umroh ? 

 

B. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Jemaah umroh   

2. Untuk mengetahui akibat perjanjian PT.Arminareka Perdana dengan 

jamaah umroh  

3. Untuk mengetahui akibat dari wanprestasi pada perjanjian PT. Arminareka 

Perdana dengan jamaah umroh 

4. Untuk mengetahui proses penyelesaian force majuare pada perjajian 

PT.Arminareka Perdana 

 

C. Kegunaan penelitian 

- Secara Teoritis  

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan  

sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan 
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hukum perdata khususnya yang berkaitaitan dengan pelaksanaan 

perjanjian, serta dapat memberikan manfaat dalam menyelesaikan masalah 

perjanjian yang dalam proses pelaksanaanya. 

- Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

khususnya dalam hukum perdata Indonesia terutama yang berkaitan 

dengan force majeur dalam perjanjian.Selain itu, diharapkan dari 

penelitian pada semua pihak yang terikat mengenai masalah perjanjian. 

D. Terminologi  

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam 

memahami judul penelitian ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari 

judul penelitian PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN 

DALAM PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN PT. ARMINAREKA 

PERDANA BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMROH DENGAN 

JEMAAH UMROH Di MASA PANDEMI COVID -19. Berikut penjelasan 

dari istilah judul penelitian tersebut : 

1. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk 

melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual 

diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada 

konsumen.4 

2. Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.5 

3. Pengertian Biro Perjalanan Haji Dan Umrah Adalah adalah Suatu wadah 

perusahaan atau jasa yang memberikan  pelayanan lengkap bagi mereka 

yang ingin menunaikan Ibadah Haji ataupun umrah sehingga mereka 

mendapatkan pelayananna sebaik mungkin sesuai dengan paket paket 

 
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen, di akses tanggal 10 Oktober 2020, Pukul 

12.35 WIB 
5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen
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mereka yang telah di sebutkan sebelumnya kepada para jemaah sebelum 

perjalanan 

4. Penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 

yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa 

Lainnya. 

5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jika tujuan 

pembelian produk tersebut untuk dijual kembali (Jawa: kulakan), maka dia 

disebut pengecer atau distributor.6 

6. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi 

penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di 

seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus sindrom 

pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif COVID-19 di 

Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua 

orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 

tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI 

Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus 

corona di Indonesia.  

Sampai tanggal 5 Oktober 2020, Indonesia telah melaporkan 307.120 

kasus positif menempati peringkat kedua terbanyak di Asia Tenggara 

setelah Filipina. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati 

peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 11.253 kematian.7 

7. Umroh kunjungan (ziarah) ke tempat suci (sebagai bagian dari upacara 

naik haji, dilakukan setiba di Mekah) dengan cara berihram, tawaf, sai, 

dan bercukur, tanpa wukuf di padang Arafah, yang pelaksanaannya dapat 

bersamaan dengan waktu haji atau di luar waktu haji; haji kecil. 

8. Haji adalah salah satu rukun islam yang lima. Menunaikan ibadah haji 

adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara 

 
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen, di akses tanggal  7 Oktober 2020, pukul 15.20 WIB. 
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia, di akses tanggal 7 Oktober 2020 

pukul 15.25 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Barang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengecer
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit_koronavirus_2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020
https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_akut_berat_2
https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_akut_berat_2
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Filipina
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumen
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia
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material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat 

di Arab Saudi dan melaksanakan kegiatan pada waktu yang telah 

ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijjah 

 

E. METODE PENELITIAN 

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau 

dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena 

dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan 

hukum (baik hukum yang tertulis1 maupun hukum yang tidak tertulis2 atau 

baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan 

empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena 

dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.  

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah 

bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan 

bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer 

yang diperoleh di lapangan yaitu tentang perlindungan hukum terhadap 

konsumen 

 

 

1. Jenis dan Sumber Data 

1 Data Primer  

Data primer yaitu semua keterangan yang diperoleh secara langsung 

dari sumbernya dan dicatat melalui hasil wawancara dan 

observasi(pengamatan). 

Dalam penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari study kepustakaaan dan mempunyai kekuatan hukum yang 



11 
 

mengikat,yang terdiri dari bahan baku primer,bahan hukum sekunder dan 

bahan baku tersier. 

2. Data Sekunder 

 A.Bahan Hukum Primer 

  1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

 2.Undang-undang No 8 Tahun 1999  Tentang Perlindungan Konsumen 

3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Ibadah Haji dan Umroh 

4.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

penetapanBencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 

2019(COVID-19) 

5. l Permenagl l No.l l 8l l Tahunl l 2018l l Tentangl l Penyelenggaral Perjalananl Ibadahl 

Umroh. 

B.Bahan Hukum Sekunder 

 a. buku-buku, refrensi, laporan hasil penelitian: 

- Hasil-hasil penelitian tentang perlindungan konsumen dengan 

biro jasa perjalanan pemberangkatan umroh 

- Doktrin-doktrin yang ada dalam buku 

-Dokumen lainya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen 

b. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

masalah perlindungan konsumen 

- Hasil-hasil penelitian tentang perlindungan konsumen dengan 

biro jasa perjalanan pemberangkatan umroh 

- Doktrin-doktrin yang ada dalam buku 

-Dokumen lainya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen 

C.Bahan Hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penelitian dan penjelasan terhadap bahan primer dan 
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sekunder,terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia 

2. Metode Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah : 

1) Studi kepustakaan  

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk 

menjawab permasalahann yang telah dirumuskan dengan cara 

menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan 

yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, 

tersier.8 

2) Wawancara  

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan.Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan 

penulis secara langsung sebagai informasi agar dapat diketehaui 

tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber 

yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penipuan dalam hal 

meminta pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang 

telah dirumuskan.. 

3) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT.Arminareka Perdana Cabang Kendal 

4) Analisis Data Penelitian. 

Setelah data penelitian telah didapatkan dan terkumpul maka 

selanjutnya peniliti melakukan tahap berikutnya yaitu tahap analisa 

data. 

 
8Muhammad Nazir, Metode Penellitian Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.111 
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F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP KONSUMEN DALAM PERJANJIAN ANTARA 

PERUSAHAAN PT. ARMINAREKA PERDANA BIRO 

PERJALANAN HAJI DAN UMROH DENGAN JEMAAH 

UMROH Di MASA PANDEMI COVID-19” di susun dengan 

sistematika sebagai berikut. 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan umum tentang 

perjanjian, tin jauan umum tentang perlindungan konsumen,tinjauan 

umum tentang force majuare dan tinjauan umum tentang 

penyelenggaraan haji dan umroh. 

 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenenai perjanjian dalam 

perlindungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa dalam di PT 

Armina Perdana 

 BAB 1V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan 

yang diangkat oleh penulis Diangkat oleh penulis. 


